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Abstrak
 

Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi

Anak Buah Kapal (ABK) di Indonesia dan lebih khususnya membahas mengenai bagaimana kewenangan

dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam kasus perselisihan hubungan industrial pada Putusan

Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023 jo Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Tulisan ini disusun dengan

menggunakan metode penelitian deskriptif yang memberikan gambaran umum mengenai penyelesaian

perselisihan PHK bagi anak buah kapal di Indonesia. Kepastian hukum yang diberikan bagi pekerja awak

kapal niaga adalah berdasarkan pada Perjanjian Kerja Laut (PKL). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 337

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang tersebut, yang mengatur mengenai hubungan kerja anak buah kapal dengan pemberi kerja.

Selanjutnya berdasarkan dengan kasus tersebut, diketahui bahwa hak pekerja terabaikan yaitu berupa PKL

dengan jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dapat diperbaharui secara terus menerus dan

adanya percobaan kerja namun PKL tetap disahkan oleh Syahbandar setempat. Hak-hak penting bagi

pekerja anak buah kapal masih belum dapat diimplementasikan, sehingga pekerja anak buah kapal tetap

harus memperjuangkannya melalui PHI. Berdasarkan penelitian ini, maka perlu membedakan mengenai

perlindungan bagi pekerja di darat dengan di laut dan juga perlu memperhatikan kewenangan absolut

maupun relatif dari pengadilan yang dituju untuk diajukan gugatan.

......This article analyzes how disputes over Termination of Employment Relations (PHK) are resolved for

ship crew in Indonesia and more specifically discusses the authority of the Industrial Relations Court (PHI)

in cases of industrial relations disputes in Decision Number 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023 jo Number 641

K/Pdt.Sus-PHI/2021. This article was prepared using descriptive research methods which provide a general

overview of resolving layoff disputes for ship crews in Indonesia. The legal certainty provided for

commercial ship crew workers is based on the Maritime Work Agreement. This is in accordance with

Article 337 of Law no. 17 of 2008 concerning Shipping, Law no. 13 of 2003 concerning Employment, as

amended by Law no. 6 of 2023 concerning Stipulation of Regulations in Lieu of Law no. 2 of 2022

concerning Job Creation becomes this law, which regulates the work relationship between ship crew and

employers. Furthermore, based on this case, it is known that workers' rights are neglected, namely in the

form of Maritime Work Agreement with the type of Specific Time Work Agreement \ which can be renewed

continuously and there are work trials but the Maritime Work Agreement is still approved by the local
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Harbor Master. Important rights for ship crew workers still cannot be implemented, so ship crew workers

still have to fight for them through Industrial Relation Court. Based on this research, it is necessary to

distinguish between protection for workers on land and at sea and also need to pay attention to the absolute

and relative authority of the court to which the lawsuit is filed.


